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Hal . Kewajiban Pembuatan Bukti Potong Penghasilan oleh Bendahara/ Pemberi

Yth.

Kerja

Bapak Pimpinan Instansi Daerah/Vertikal/Perusahaan

Sehubungan dengan persiapan Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Karyawan

tahun pajak 2025, terdapat berapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai berikut:

1.

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitauan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan
PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi adalah paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak
(Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang).

Untuk Waijib Pajak Orang Pribadi karyawan, batas waktu menyampaikan SPT Tahunan
PPh tahun pajak 2025 paling lama tanggal 31 Maret 2026.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024

Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi

Perpajakan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 Tentang

Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas

Barang Mewah, Dan Bea Meterai Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi

Perpajakan, mengatur bahwa Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan

Wajlb Pajak mulai tahun pajak 2025 dilakukan melalui Coretax DJP, termasuk:

Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi oleh karyawan,

- Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21 A1/A2 (BPA1/BPA2) serta Pelaporan SPT Masa
PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja sebagai pemotong pajak (baik orang pribadi, badan
ataupun instansi pemerintah, yang membayarkan gaji, upah, honorarium dan
pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun).

Mengingat Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi
tahun pajak 2025 paling lama tanggal 31 Maret 2026, dimohon kepada pimpinan instansi
atau perusahaan menyegerakan pembuatan bukti potong tersebut, sehingga pegawai dapat
melaporkan lebih awal untuk menghindari penumpukan antrian pelaporan SPT Tahunan.

Dalam rangka membantu pembuatan bukti potong BPA2/BPA1 dalam sistem Coretax, KPP
Pratama Bukittinggi akan melakukan edukasi bimbingan teknis pembuatan bukti potong PPh
Pasal 21 tersebut, dengan jadwal sebagaimana terlampir pada surat ini.
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Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Bukittinggi

Zainal
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